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KATA PENGANTAR

Penegakan HAM di Indonesia seharusnya telah sampai pada
tahap “pelaksanaan”, dengan asumsi bahwa konsep dan nilai-nilai
dalam HAM universal itu telah dipahami dengan baik oleh seluruh
lapisan masyarakat. Hal ini juga berlaku bagi Pemerintah sendiri yang
seringkali justru menjadi pemicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran
HAM dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat
dan selalu berpijak pada alasan “untuk kepentingan Negara”.

Proses sosialisasi yang seringkali menimbulkan resistensi di
kalangan masyarakat tertentu tidak terlepas dari kemampuan SDM
pelaksana (instansi terkait) yang belum sepenuhnya menguasai
konsep HAM universal itu secara utuh untuk dapat menjadikan
bangsa ini sebagai bangsa yang “melek HAM”. Artinya tiap individu
diharapkan dapat menyadari benar hak asasi dan kewajiban asasinya
sehingga dapat meminimalisir friksi yang dapat berujung pada
konflik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Tim Peneliti dalam
buku ini mencoba untuk membahas bagaimana sesungguhnya
persepsi masyarakat di seluruh lapisan di daerah tentang konsep
HAM universal itu selama ini. Provinsi Jawa Barat dan Nusa
Tenggara Barat menjadi lokasi penelitian kali ini dengan
pertimbangan masih cukup maraknya kasus-kasus pelanggaran HAM
di daerah tersebut yang merupakan akibat dari sebuah dominasi, yaitu
dominasi Pemerintah (Nusa Tenggara Barat) dan dominasi budaya
(Jawa Barat).
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Buku ini tentunya tidak luput dari kekurangan, maka kritik
dan saran akan diterima sebagai bahan penyempurnaan buku ini.
Secara khusus Tim Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua
‘ pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Ucapan terima
| kasih terakhir disampaikan kepada Sdr. Djoko Kristijanto yang telah
mendedikasikan waktunya untuk membantu /ay out isi dan sampul
buku ini.

Jakarta, Desember 2008

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan-LIPI

| Ttd,
:

| Drs. Abdul Rachman Patji, MA
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BAGIAN |
PENDAHULUAN
Oleh : Lilis Mulyani

1.1. Latar Belakang

engalaman negara-negara modern mempetlihatkan adanya
adopsi masal dari prinsip Hak Asasi Manusia di hampir semua

negara di dunia (Steiner dan Alston, 2000: 988). Khusus
dalam beberapa dekade terakhir, HAM telah menjadi wacana global
yang disuarakan bersamaan dengan semakin meluasnya proses
demokratisasi di banyak negara eks-otoritarian yang kini telah
berubah wajah menjadi negara-negara dalam proses transisi menuju
demokrasi. Ada banyak alasan suatu negara mengadopsi konsep
HAM, diantaranya tujuan untuk memperoleh legitimasi di mata
internasional dan di mata rakyatnya (nasional) sebagaimana diungkap
oleh An-Na’im (dalam Steiner dan Alston, 2000: 396-397); juga
sebagai prasyarat keikut-sertaannya dalam organisasi internasional
(PBB, ILO) atau regional (ASEAN). Sering pula terjadi bahwa HAM
menjadi agenda di belakang organisasi ekonomi internasional atau
negara-negara donor dalam memberikan bantuan keuangan kepada
negara-negara berkembang.

Terlepas dari alasan yang menjadi latar belakang diadopsinya
prinsip HAM, melihat pada sejarah reformasi di Indonesia, wacana
HAM telah terbukti cukup efektif dalam “melawan” rezim otoriter di
masa-masa terakhir menjelang keruntuhan Orde Baru.!  Proses
reformasi di Indonesia ditandai pula dengan diadopsinya konvensi-
Kkonvensi internasional tentang HAM, baik dalam konstitusi (melalui
amandemen I-IV UUD 1945), dikeluarkannya UU No. 39 tahun 1999

! Misalnya kasus pelanggaran HAM Trisakti yang menewaskan 3 orang
mahasiswa, menjadi salah satu “pintu” yang membuka proses reformasi;
tentunya disamping krisis ekonomi yang berkepanjangan  yang
mengakibatkan terjadinya krisis politik dan sosial.
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tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,
Jjuga melalui ratifikasi konvensi seperti yang terakhir dilakukan pada
tahun 2006 yaitu ratifikasi dua konvensi utama HAM internasional
yaitu konvensi hak sipil dan politik atau ICCPR (International
Convention on Civil and Political Rights) dan kovensi hak ekonomi,
sosial dan budaya atau ICESCR (Infernational Convention on
Economic, Social and Cultural Rights).

Namun demikian, sejauh ini, HAM di Indonesia masih dilihat
semata-mata sebagai aturan normatif berupa hak individu atau
kelompok terhadap negara; yang hanya merupakan kewajiban negara
dalam pemenuhannya. HAM masih belum dilihat sebagai sebuah
kewajiban seorang manusia terhadap manusia lain, dan bahwa setiap
orang tidak hanya memiliki hak asasi tapi juga memiliki kewajiban
menghormati hak asasi orang lain. Selain itu, aturan normatif yang
cukup komprehensif mengenai HAM dalam kenyataannya masih
belum mendukung perkembangan perdebatan teoritis mengenai
HAM. Bagaimanapun, sebagai sebuah konsep yang diadopsi “dari
luar” (internasional), konsep HAM tentunya akan mendapat pengaruh
dari dinamika internal negara yang bersangkutan (Mulyani, 2005).
Tarik menarik antara standar internasional HAM dengan nilai lokal
tentunya terjadi, ketika nilai-nilai HAM diterapkan akan ada
penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaannya sebagai sebuah
proses adaptasi.

Ketika pemerintah meratifikasi kovenan-kovenan
internasional yang inti seperti ICCPR dan ICESCR pada tahun 2005,
sebetulnya harapan akan penegakan HAM bersemi kembali setelah
sekian lama UU HAM tahun 1999 seolah tidak memiliki “taring”
dalam pelaksanaannya. Namun demikian, ternyata situasi yang ada
justru semakin mempersulit penegakan HAM dengan semakin
banyaknya kekerasan, horizontal melalui kelompok-kelompok sipil
tertentu yang mengancam ketentraman pluralitas masyarakat
Indonesia. Hal ini menambah panjang daftar kekerasan dan
pelanggaran HAM yang sebelumnya lebih banyak dilakukan oleh
negara. Kekerasan horizontal menjadi lebih problematis karena

2 | Bagian | - Pendahuluan



dilakukan bukan oleh negara tapi oleh masyarakat sipil sendiri yang
telah menyerang hak-hak sipil kelompok masyarakat lainnya.
Kekerasan ini mempersulit pemerintah untuk menentukan apakah
tindakan-tindakan seperti itu termasuk pelanggaran HAM ataukah
tindakan kriminal yang dilakukan sekelompok orang. Dan lebih
parah lagi, negara melalui instrumen penegak HAM-nya seolah tidak
berdaya menghadapi hal ini. Padahal, penegakan HAM
mengandaikan peran negara melalui instrumen-instrumen yang
efektif, seperti hukum dan sistem politik. Kasus-kasus penyerangan
terhadap kelompok agama minoritas, sebagai contoh, semakin
mewarnai banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan
masyarakat sipil.

Di saat seperti itu kemudian kita berfikir, apakah memang
penegakan HAM semata menjadi kewajiban negara dalam hal ini
pemerintah pusat? HAM seharusnya bisa menjadi nilai positif guna
mencegah terjadinya konflik ataupun potensi konflik yang timbul
karena perbedaan, baik agama, suku, maupun etnisitas. Menjawab
pertanyaan tentang bagaimana HAM bisa dibentuk dalam masyarakat
di tengah pluralisme masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat
di daerah, menjadi sebuah kajian yang penting dalam penelitian
tentang HAM. Sejauh ini, penelitian atau kajian tentang HAM di
daerah masih lebih terfokus pada persoalan evaluasi kebijakan
nasional di daerah, investigasi kasus pelanggaran HAM ataupun
monitoring pelaksanaan HAM di daerah (lihat hasil penelitian
DepkumHAM, 2005; KOMNAS HAM, 2006; ELSAM, 2005).
Pemahaman tentang HAM baik di level pemerintah daerah maupun
masyarakat daerah masih belum banyak diangkat. HAM sejauh ini
masih sering dianggap sebagai isu pemerintah pusat dan bukan “isu
daerah”. Sosialisasi HAM di daerah, kalaupun ada, lebih sering
dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam konteks
mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di
masyarakat di daerah, misalnya terhadap masyarakat petani atau
masyarakat adat (lihat laporan-laporan KPA atau Konsorsium
Pembaruan Agraria; Lembaga Bantuan Hukum (LBH); AMAN atau
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Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Sosialisasi ataupun kebijakan
daerah yang menyangkut soal HAM masih belum banyak dikaji.

Membangun suatu hukum, dalam hal ini hukum tentang
HAM, tidaklah cukup hanya dengan membangun substansi dan
struktur hukum di tingkat pusat. Implementasi di daerah
membutuhkan perhatian yang lebih besar karena menyangkut
pelaksanaan langsung kepada mayoritas masyarakat di level akar
rumput. Sebelum sampai pada proses pelaksanaannya, tentunya perlu
dilihat sejauh mana prinsip HAM diterjemahkan di daerah, oleh
pemerintah yang dimanifestasikan dalam kebijakan dan peraturan
daerah, maupun oleh masyarakat setempat yang dimanifestasikan
dalam perilaku hukum berupa penghormatan atas HAM dan
berkurangnya peristiwa pelanggaran HAM.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas,
beberapa pertanyaan penelitian yang akan diangkat adalah:
(1) Bagaimana masyarakat di daerah, baik elit masyarakat, lembaga
non pemerintah dan masyarakat memaknai nilai hak asasi
manusia (dalam hal ini hak-hak dasar yang dimiliki seseorang)?

- (2) Bagaimana pemahaman akan nilai HAM memberi pengaruh pada

masyarakat di daerah dalam menyuarakan kepentingannya?

(3) Adakah wacana penerimaan atau penolakan terhadap norma-
norma HAM di daerah, dan apa rasionalisasi dibalik penerimaan
atau penolakan tersebut?

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk
dari penegakan hukum tentang HAM di dalam kehidupan masyarakat
di daerah, baik di level elit masyarakat maupun di level masyarakat
secara lebih luas. Secara khusus, penelitian ini bertujuan:

(1) Untuk melakukan analisis mengenai bagaimana masyarakat di
daerah, baik elit masyarakat, lembaga non pemerintah dan
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masyarakat memaknai nilai hak asasi manusia (dalam hal ini hak-
hak dasar yang dimiliki seseorang;

(2) Untuk mengetahui efektivitas penggunaan wacana HAM oleh
subyek hukum (elit, masyarakat dan kelompok penekan) dalam
menyuarakan kepentingannya;

(3) Untuk menganalisis wacana penerimaan atau penolakan terhadap
norma-norma HAM di daerah dan mengetahui rasionalisasi di
balik penerimaan atau penolakan tersebut.

1.4. Ruang Lingkup

Penelitian ini akan melihat proses penegakan hukum tentang

HAM di daerah dari perspektif masing-masing stakeholders di daerah

dengan subyek yang terdiri dari:

(1) Elit masyarakat, meliputi elit yang menjabat di struktur
pemerintah daerah dan DPRD, maupun elit informal seperti tokoh
masyarakat dan tokoh agama;

(2) Masyarakat, meliputi masyarakat daerah secara umum;

(3) Lembaga Non Pemerintah, meliputi lembaga-lembaga yang
termasuk kelompok penekan (pressure groups) atau lembaga lam
yang memiliki perhatian khusus tentang HAM.

Dari segi substansi HAM, akan dilihat secara keseluruhan,
namun secara khusus akan difokuskan pada kekhususan permasalahan
HAM di daerah yang akan diteliti. Substansi HAM secara
keseluruhan meliputi hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan
budaya. Pada penelitian tahun pertama ini di dua lokasi penelitian
yang dipilih yaitu Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur dan
Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada beberapa isu yang menjadi ciri
khas dari daerah lokasi penelitian. Di Kabupaten Cianjur akan
diangkat masalah Perda Gerbang Marhamah yang merupakan salah
satu bentuk dari Perda Syariah di daerah. Sementara untuk kajian
wacana HAM oleh LSM diambil di Provinsi Jawa Barat dengan
mengambil profil Pusat Advokasi HAM (PAHAM) Bandung dan
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. Sementara untuk level
masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan diambil beberapa
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kasus yang menyangkut dua isu besar yaitu isu hak keagamaan, yaitu
kasus Pure dan Ahmadiyah; dan kasus yang menyangkut hak atas
tanah, yaitu kasus Tanah Awu.

1.5. Kerangka Konseptual

Mengkritisi paradigma hukum yang semata-mata bersifat
positivistik, Lawrence M Friedman (1975) mengajukan 3 hal utama
yaitu substansi hukum, struktur kelembagaan hukum dan budaya
hukum (legal culture) sebagai bagian dari sistem hukum yang saling
mendukung satu dengan yang lainnya. Demikian juga jika diterapkan
dalam proses menegakkan hukum itu sendiri, maka ketiga sistem itu
diperlukan sebagai dasar menegakkan hukum secara komprehensif.
Secara substansi, HAM di Indonesia telah mendapat proporsi yang
memadai, pencantuman pasal-pasal mengenai perlindungan HAM
dalam UUD 1945 hasil amandemen, UU HAM, UU Perlindungan
Hak Anak, ataupun ratifikasi konvensi internasional adalah sederet
aturan normatif di tingkat pemerintah pusat yang mengatur tentang
HAM secara lebih spesifik. Aturan-aturan hukum lainnya juga
banyak mengatur tentang HAM, misalnya hak masyarakat adat dalam
UU No. 40 tahun 1999 tentang Kehutanan atau UU No.11 Tahun
1967 tentang Pertambangan, meski penilaian atas adil atau tidaknya
aturan ini kemudian menjadi relatif dan sangat bias kepentingan.
Aturan-aturan normatif ini juga berlaku di daerah, sebagai turunan
aturan dari pusat. Namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi
ketidak-sesuaian antara nilai HAM internasional, nasional dan daerah;
hingga pada ketidak-sesuaian antara aturan normatif dengan
pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena adanya proses kontekstualisasi
nilai-nilai HAM tidak hanya terjadi di level pemerintah pusat, namun
juga terjadi di level pemerintah daerah.

Substansi HAM yang telah menjadi aturan normatif di tingkat
nasional (-juga di daerah) tidak secara serta merta membentuk budaya
hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM.  Kristin
Bumiller dalam bukunya The Civil Rights Society (1988)
menyebutkan bahwa kesadaran tentang hukum (legal consciousness)
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~mempengaruhi perilaku hukum seseorang, tentang bagaimana dia
‘menerima atau menolak hukum tersebut dan bagaimana dia
mempergunakan hukum tersebut dalam perilaku hukumnya sehari-
hari. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan analisis proses
membangun budaya hukum, maka pengetahuan tentang hukum akan
mempengaruhi  kesadaran hukum masyarakat yang akhirnya
membangun perilaku hukum yang diinginkan. Jika perilaku hukum
sudah terbangun maka dengan sendirinya budaya hukum (legal
culture) terbentuk. Jika digambarkan, maka proses yang terjadi mulai
dari adanya substansi hukum hingga ke terbentuknya budaya hukum
adalah sebagai berikut:

Gambar 1

MASYARAKAT

sosialisasi

SUBSTANSI &
STRUKTUR [l

HUKUM Kesadaran

Hukum

PERILAKU
HUKUM

= _~

BUDAYA
HUKUM

maupun masyarakat secara umum, bukanlah merupakan subyek yang
pasif dalam menerima hukum, mereka dalam kehidupan sehari-hari
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akan selalu berusaha “membentuk (reshaping)” hukum sehingga
hukum selalu menjadi norma yang hidup (living law).

Dalam penelitian ini, hukum (norma-norma) tentang HAM
merupakan substansi maupun struktur yang direspons (lihat
Soehendra, 2006). Hak asasi manusia dalam pengertian disini adalah
hak-hak dasar (asasi) yang dimiliki setiap manusia sejak lahir hingga
mati, yang tidak dapat dikurangi atau dilanggar oleh siapapun. Jenis-
Jenis hak ini sendiri dapat ditemukan di dalam aturan hukum
internasional seperti Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Konvensi
Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Internasional
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ECOSOC), Konvensi
Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
(CEDAW), Konvensi Internasional Hak Anak (ICRC), dan masih
banyak lagi. Hak asasi manusia sebagai norma hukum merupakan
ketentuan yang sudah menjadi hukum negara dan tidak dapat
dikurangi pelaksanaannya; sementara hak asasi manusia sebagai nilai
dalam kenyataan masih dapat saja mendapat resistensi oleh
masyarakat, dalam bentuk wacana atau perdebatan tentang sifat
universalisme atau relativisme-nya maupun dasar ideologis dari nilai-
nilai HAM yang seringkali dilansir sebagai sesuatu yang “datang dari
negara barat” yang dibentuk berdasarkan budaya barat yang
inidividualistis. Dalam penelitian ini, kedua aplikasi dari hak asasi
manusia, sebagai norma hukum dan sebagai nilai yang diintroduksi ke
dalam masyarakat akan digunakan bersama-sama. Tentunya tujuan
dari penelitian ini adalah agar hak asasi manusia tidak berhenti di
level norma hukum yang dipaksakan saja, tapi diharapkan dapat
menjadi sebuah nilai yang hidup di dalam masyarakat, terlepas dari
tempat asal nilai tersebut.

Penekanan utama dari penelitian ini adalah masyarakat di
daerah, baik di level elit (termasuk kelompok elit di pemerintahan dan
aparat penegak hukum juga elit informal) maupun di level grass root.
Jika berdasarkan pada aliran positivistik hukum, hukum dianggap
sebagai supra struktur yang memiliki kekuatan mengikat terhadap
masyarakat yang diaturnya. Aliran positivistik dalam mendekati
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hukum dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, terutama dalam

rangka menyikapi perubahan masyarakat yang sangat cepat.

Simarmata (2006) menangkap setidaknya ada dua kelemahan aliran

positivistik dalam pendekatan hukum, yaitu:

(1) Bangunan sistem hukum beserta doktrin-doktrin  yang
menopangnya memang tidak memungkinkan hukum melakukan
perubahan sosial atau menghadirkan keadilan substantif;

(2) Tercemarnya institusi-institusi hukum karena bekerja sebagai alat
kekuasaan sehingga menyebabkan sulitnya menghadirkan tertib
hukum seperti yang dijanjikan penganut aliran positivistik
hukum. ‘

Hukum, berbeda dengan pemikiran aliran positivistik, dalam
kenyataannya tidak berada dalam ruang hampa, hukum juga tidak
statis dan hukum hidup dan dipengaruhi berbagai “kekuatan” di luar
hukum (Muladi, 2007; Simarmata, 2006). Pembentukan hukum tidak
semata bersumber pada teks hukum itu sendiri secara normatif atau
sebagaimana diungkapkan oleh pelopor aliran  sociological
jurisprudence, Eugen Erhlich (1862-1922) bahwa:

«_.the center of the gravity of legal development lies not in
legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision,
but in society it self...”

Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata apa
yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, hukum yang
sesungguhnya hidup dalam masyarakat, dimana masyarakat memiliki
«kekuatan-kekuatan” yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
Hukum “hidup” baik dalam konteks terjadinya “re-interpretasi” dalam
aturan yang lebih rendah maupun dalam konteks bagaimana hukum
itu dipahami dan ditindak-lanjuti oleh masyarakat secara lebih luas.
Masyarakat sebagaimana disebutkan oleh Moore (1975) bukanlah
“kertas kosong” yang bisa ditulisi aturan hukum baru dan harus
mengikutinya sebagaimana aliran instrumentalis yang menganggap
hukum sebagai “fools of social engineering” semata.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini ada
yang disebut norma hukum tentang hak asasi manusia dan nilai hak
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asasi manusia. Sebagai norma hukum, hak asasi manusia telah
diadopsi dari aturan hukum internasional ke dalam hukum nasional
yaitu dalam UUD (Pasal 28), UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun
1999, dan beberapa aturan perundang-undangan lain. Sementara
sebagai nilai, hak asasi manusia diharapkan dapat menjadi nilai yang
terinternalisasi ke dalam kehidupan masyarakat, khususnya
masyarakat di daerah.

Gambar 2

NORMA Struktur dan
HUKUM l Substansi Hukum

Proses
Internalisasi

NILAI | Di Dalam Masyarakat

Pendekatan terhadap hukum sekarang telah bergeser pada
pendekatan dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi
dan antropologi atau lebih dikenal sebagai socio-legal research.
Socio-legal studies melihat hukum sebagai salah satu faktor dalam
sistem sosial yang dapat “menentukan” dan “ditentukan” (Simarmata,
2006). Dasar kajian dari pendekatan socio-legal studies, melihat
bahwa substansi hukum mengalami “reshaping” mulai dari adanya re-
interpretasi, akseptasi, resistensi, adaptasi maupun adopsi.

Para ahli-ahli hukum di Indonesia juga pada dasarnya
menerima bahwa hukum seyogyanya didukung oleh ilmu-ilmu sosial
atau dalam bahasa Cahyadi memiliki “legitimasi sosiologis”
(Cahyadi, 2006). Perkembangan pemikiran hukum di Indonesia
sebagaimana diungkapkan oleh Dimyati (2004) dan Simarmata
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(mengutip Dimyati, 2006) bahwa pada periode 1945-1970-an
pemikiran hukum di Indonesia masih sangat terfokus pada aspek
normatif dan memiliki komitmen yang kuat pada hukum adat dengan
tokoh-tokoh utama seperti (Soepomo dan Hazairin); sementara
periode 1970-1990 mulai bersifat transformatif dengan tokoh-tokoh
pelopornya seperti Mochtar Kusumaatmadja, Satjipto Rahardjo, dan
Sunaryati Hartono. Sementara itu, perkembangan pemikiran setelah
periode tahun 1990-an mulai menunjukkan perkembangan socio-legal
studies, sebagaimana dipelopori oleh Satjipto Rahardjo dengan
hukum progresif-nya, dan T.O. Thromi dengan kajian antropologi
hukumnya, atau tokoh-tokoh pakar hukum muda seperti Sulistyowati
Irianto, yang mendorong Kkajian legal pluralism menggunakan
pendekatan antropologi hukum.

Penelitian-penelitian ~ tentang ~ bagaimana  masyarakat
merespons hukum telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Scott
(1990), Moore (1975) atau yang juga telah dilakukan di Pusat
Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI yaitu Adhuri
(2000) dan Haba (2001). Atau juga penelitian Irianto (2005) yang
menggunakan pendekatan antropologi dalam meneliti hak waris oleh
perempuan dari suku Batak. Hasil-hasil penelitian ini memperlihatkan
bahwa masyarakat yang dihadapkan dengan hukum dalam penelitian-
penelitian tersebut bukanlah subyek yang pasif menerima hukum, ada
proses adaptasi, penerimaan atau bahkan penolakan. Kadangkala hal
ini didukung oleh adanya kelemahan dari sistem hukum kita sendiri
yang “membiarkan” adanya pluralisme dalam sistem hukum yang,
seperti dalam kasus hukum waris. Namun, dalam konteks hukum
yang tidak plural-pun masyarakat tetap dapat menggunakan rationale-
nya untuk memilih menggunakan atau tidak menggunakan suatu
substansi hukum tertentu.

Bumiller (1988) juga mengemukakan hal yang sama, bahwa
ada rasionalisasi di balik tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat.
Rasionalisasi penting karena seseorang akan bertindak berdasarkan
hal itu (Bumiller, 1988: 35). Masyarakat memiliki rationale-nya
sendiri dalam memutuskan apakah akan menerima atau menolak
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suatu substansi hukum yang diterapkan pada mereka. Ketika suatu
tindakan dilakukan berulang-ulang, ini akan menjadi perilaku yang
didasarkan atas hukum tertentu. Pada akhirnya perilaku hukum akan
membangun budaya hukum dari suatu masyarakat atas substansi
hukum tertentu.

Dilihat dari segi substansi, hukum tentang HAM juga dalam
hal ini dilihat sebagai struktur. Norma-norma HAM sebagai
substansi hukum akan menjalani suatu “proses” mulai dari saat
aturan hukum internasional diturunkan menjadi aturan hukum
nasional dan kebijakan daerah, hingga menjadi suatu perilaku hukum
dalam masyarakat. Proses inilah yang akan dicoba dilihat dalam
penelitian ini, berikut rasionalisasi di balik proses itu.

Dalam penelitian ini istilah “masyarakat” di daerah diartikan
secara luas dimana di dalamnya termasuk elit pemerintah dai daerah,
lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dan
tingkat masyarakat di level akar rumput. Di tingkat daerah,
setidaknya ada tiga perspektif yang secara aktif berpengaruh dalam
penerapan HAM, yaitu (1) perspektif pemerintah daerah; (2)
perspektif kelompok penekan (pressure groups); dan (3) perspektif
masyarakat. Perspektif pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan
termanifestasikan dalam kebijakan daerah, perspektif kelompok
penekan termanifestasikan dalam proses-proses advokasi, sementara
perspektif masyarakat termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari
masyarakatnya. Ketiga perspektif ini sangat berpengaruh terhadap
pembentukan hukum tentang HAM dari sisi substansi HAM dan juga
dalam pembentukan budaya hukum (legal culture) yang berlandaskan
pada HAM.

1.6. Metodologi
1.6.1. Pendekatan Penelitian

Pada tahun pertama penelitian, karena Tim diberi kesempatan untuk
melakukan penelitian kepustakaan, maka pendekatan akan mulai
dilakukan melalui “pembacaan” literatur-literatur dan berita berita
media massa yang memuat kasus-kasus hak asasi manusia ataupun
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persoalan-persoalan hak asasi manusia di daerah. Pemetaan literatur
ini menjadi penting untuk melihat wacana-wacana hak asasi manusia
apa sajakah yang paling sering muncul di suatu daerah. Daerah yang
akan diteliti disini dibatasi pada daerah-daerah yang akan menjadi
lokasi penelitian diantaranya yaitu Provinsi Jawa Barat, Sumatera
Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Secara umum (mulai dari tahun pertama penelitian hingga
tahun ketiga) penelitian ini merupakan kualitatif untuk menjelaskan
tentang pemahaman HAM di kalangan warga masyarakat di daerah,
baik di level elit pemerintah yang dimanifestasikan dalam kebijakan
daerah, maupun di level masyarakat yang terdiri dari lembaga-
lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat di tingkat akar rumput
secara umum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah socio-
legal research atau penelitian hukum berdasarkan ilmu sosial.
Pendekatan dan metode ilmu sosial akan membantu dalam menelusuri
dampak diberlakukannya peraturan tertentu, proses yang terjadi
dalam rangka penegakan hukum itu mulai dari level aturan normatif
di tingkat nasional ke dalam kebijakan daerah hingga ke pembentukan
perilaku hukum dalam masyarakat, dan juga untuk mengetahui
persepsi masyarakat di daerah mengenai hukum tentang HAM.

Tujuan dari pendekatan ini adalah agar dapat dilihat pengaruh
dan respons masyarakat di daerah dalam penegakan hukum, dalam
konteks ini adalah hukum tentang HAM. Dalam mengkaji kebijakan
tentang HAM, meski sedikit banyak akan menggunakan pendekatan
normatif, namun dukungan penelusuran data dan wawancara
mendalam dengan pembuat kebijakan di daerah diharapkan dapat
ditemukan rasionalisasi di balik penerapan suatu kebijakan daerah
yang merupakan turunan dari hukum tentang HAM nasional. Jadi
yang akan dilihat adalah apa yang melatar belakangi suatu kebijakan
daerah tentang HAM dibuat.

Demikian pula pada level masyarakat, akan digunakan
pendekatan aktor, dimana masyarakat merupakan subyek yang secara
aktif “membentuk” hukum tentang HAM ini hingga dapat menjadi
sebuah perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka.
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Penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat melihat pemahaman
HAM di tingkat daerah dalam konteks substansi HAM dan dalam
konteks pembentukan budaya hukum (legal culture) yang
berlandaskan pada HAM.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian tahun pertama ini
akan dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

(1) Studi Pustaka, dalam tahap ini diharapkan akan diperoleh data,
baik yang sifatnya umum maupun yang khusus, tentang wacana
HAM dan penegakannya di daerah; selain itu tahap ini juga
menjadi penting untuk memberi latar belakang konseptual dari
penerapan HAM di daerah. Bahan-bahan pustaka yang akan
dicari mencakup bahan-bahan yang sifatnya tehnikal seperti
laporan hasil penelitian atau data statistik, maupun yang non-
tehnikal seperti buku atau artikel. Lokasi pencarian data
dilakukan secara konvensional dengan mengunjungi perpustakaan
yang terkait, maupun melalui pencarian data di internet. Secara
lebih khusus, proses penelitian melalui kajian kepustakaan ini
telah dilakukan di tahun pertama penelitian.

(2) Wawancara mendalam dengan informan-informan kunci di
daerah penelitian, dalam wawancara ini pertama kali informan
kunci dipilih dari orang yang secara Khusus memiliki perhatian
atau pernah melakukan penelitian secara khusus tentang HAM di
daerah. Selanjutnya dari informan kunci ini diharapkan dapat
ditemukan informan kunci lainnya melalui metode snowball atas
tokoh atau anggota masyarakat yang pernah memiliki
pengalaman tentang kasus HAM tertentu, baik dia sebagai subyek
yang menuntut hak tersebut, maupun sebagai orang yang terlibat
dalam prosesnya. Dari tokoh ini diharapkan dapat ditemukan
narasumber lain yang relevan. Namun demikian, diharapkan
peneliti telah dapat menginventarisir nama-nama informan kunci
mulai dari tahap persiapan penelitian lapangan untuk
mengefektifkan waktu penelitian. Pemilihan narasumber juga
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- dilakukan  secara terstruktur-terbatas dimana para narasumber
diharapkan dapat mewakili kelompok masyarakat yang
direpresentasikannya.

(3) Diskusi terfokus (Focus Group Discussion) dengan beberapa
narasumber di Jakarta untuk mendapatkan data tentang fokus
tema tertentu secara lebih mendalam. FGD juga dilakukan untuk
melakukan cross check informasi dan data yang telah didapat
melalui proses pengumpulan data sebelumnya.

1.6.3. Analisis Data

Proses analisa data akan dilakukan dengan menggabungkan
dengan data-data kualitatif dari hasil penelusuran literatur, wawancara
mendalam dan Diskusi Terfokus (FGD), dan melakukan verifikasi
dengan data-data yang diperoleh dari studi pustaka. Proses analisa
kemudian diarahkan untuk melihat kesenjangan antara data-data yang
ada.

1.7. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki aspek strategis dalam kehidupan
masyarakat di Indonesia yang tengah dalam situasi transisi menuju
demokrasi. Konsep-konsep yang seringkali dianggap berasal dari
luar, ada kalanya justru memiliki akar yang cukup kuat dalam sistem
nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Jika memang prinsip HAM
merupakan prinsip yang universal tentunya tidak akan ada masalah
dalam penerapannya, tapi jika ada penolakan (resistensi) tentunya
harus dicari sumbernya dan juga solusinya. Sebagai suatu prinsip
hukum, HAM memiliki nilai positif, tapi juga mungkin mengandung
nilai yang tidak sesuai dengan nilai yang dianut masyarakat.
Menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan
HAM di tingkat daerah di Indonesia menjadi penting dalam proses
penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia.

Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa (norma-norma)
hukum tentang HAM baru akan efektif kalau masyarakat mengetahui

prinsip-prinsip HAM (kesadaran hukum). Selain itu, HAM tidak
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semata-mata merupakan kewajiban negara, tapi juga masyarakat yang
baru akan efektif apabila telah “terbangun” dalam masyarakat dengan
kata lain masyarakat telah memiliki perilaku hukum berdasarkan
HAM yang pada akhirnya hal tersebut akan membentuk masyarakat
yang demokratis, egalitarian, menghormati perbedaan dan
meminimalisir terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat.

1.8. Sistematika Penulisan

Buku ini merupakan bunga rampai tulisan hasil penelitian
tahun pertama tentang penegakan HAM dalam perspektif daerah
dengan mengambil lokasi penelitian di Provinsi Jawa Barat dan Nusa
Tenggara Barat. Adapun sistematika buku ini akan dibagi menjadi
beberapa bagian yang mencerminkan penggunaan wacana HAM oleh
masing-masing aktor di daerah. Bagian Pertama Buku ini adalah
bagian Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, pertanyaan
dan tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang mendasari penelitian
ini, dan metodologi penelitian yang dilakukan di lapangan.

Bagian kedua buku ini mendeskripsikan tentang dinamika
penggunaan wacana HAM di kalangan elit di Cianjur, melalui
diberlakukannya Perda Gerbang Marhamah. Bagian ini juga
menganalisis latar belakang dikeluarkannya Perda dengan kondisi
budaya masyarakat Cianjur serta reaksi-reaksi terhadap
dikeluarkannya Perda tersebut.

Bagian ketiga buku ini menjelaskan tentang kasus-kasus
keagamaan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya
kasus penyerangan dan perusakan Pure Hindu dan kasus penyerangan
dan pengusiran pengikut aliran Ahmadiyah. Analisis yang dilakukan
mengenai HAM dan agama memberikan penjelasan mengenai
paradoks-paradoks yang ada di dalam hubungan antara agama dan
negara, agama dan HAM dan masyarakat penganutnya.

Kasus-kasus tanah menjadi perhatian lain dari Tim peneliti di
Provinsi Nusa Tenggara Barat karena di daerah ini memang ada
beberapa kasus tanah yang mengundang perhatian nasional dan
internasional, seperti Kasus Tanah Awu yang dibahas di bagian ini.
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Kasus tanah yang berlarut-larut dan menimbulkan konflik terbuka
justru membuat masyarakat belajar mengenai hak asasi manusia,
mengenai hak-hak yang melekat di dalam diri mereka. Meskipun cara
atau prosedur yang dijalani masih dengan perlawanan terhadap
negara, namun memahami bagaimana masyarakat menjadi paham

‘tentang HAM melalui konflik merupakan suatu hal yang menarik

yang disajikan di bagian ini.

Bagian kelima dari buku ini membahas mengenai peran
lembaga swadaya masyarakat (LSM ) di Provinsi Jawa Barat. Sejarah
pergulatan LSM dalam menggunakan wacana HAM dari masa ke
masa memperlihatkan perkembangan dan perubahan dari pendekatan
“keras” yang dulu banyak dilakukan LSM atau Ornop bidang HAM
ke penggunaan pendekatan yang lebih “lunak” dan “kooperatif”
dengan pemerintah. Hal ini memperlihatkan perubahan “wajah”
Ornop di bidang HAM di Indonesia dari waktu ke waktu. Profil dua
LSM di Provinsi Jawa Barat yang diangkat di dalam bagian ini, yaitu
PAHAM dan LBH Bandung, menggambarkan strategi-strategi yang
diambil dalam menyelesaikan suatu kasus, dan mainstream kasus-
kasus yang banyak ditangani masing-masing lembaga. Fokus atau
mainstream dari LSM-LSM ini memang sudah menjadi ciri khas
masing-masing lembaga dan justru menjadi kekuatan mereka karena
dapat memfokuskan diri pada suatu isu tertentu. Peran LSM di masa
depan diharapkan akan dapat juga berperan lebih besar di dalam
proses sosialisasi substansi HAM sebagai sebuah upaya preventif atas
pelanggaran HAM, namun juga diharapkan dapat memberikan
support maupun masukan berharga terhadap proses pengarus-utamaan
HAM di dalam kebijakan negara sehingga LSM juga memiliki peran
transformatif di masa yang akan datang.
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BAGIAN Il
DINAMIKA HAM paALAM UPAYA PENEGAKAN
Hukum pi KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT:

HAM SeBAGAI WACANA ELIT
Oleh : Tri Widya Kurniasari

2.1. Pendahuluan

TV ejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
:—)tentang Hak Asasi Manusia (HAM), masyarakat di Indonesia

seakan-akan mengalami euphoria terhadap pelaksanaan HAM
dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan seringkali mengatas-namakan
HAM untuk mengakomodir kepentingan pribadi yang bertentangan
dengan kepentingan umum. HAM tiba-tiba saja berubah menjadi
benteng pertahanan sekaligus senjata pamungkas untuk melegitimasi
setiap tindakan individu. Mengacu pada Pasal 1 Angka 1 undang-
undang tersebut yang menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat
hak yang melekat dalam diri setiap manusia dan merupakan anugerah
Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dilindungi oleh
negara dan dijamin pelaksanaannya oleh hukum, banyak anggota
masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hakekat HAM
kemudian berasumsi bahwa segala tindakan mereka merupakan HAM.

Munculnya isu HAM sebagai wacana di berbagai kalangan
dengan beragam asumsi, sesungguhnya mengindikasikan belum
adanya pemahaman yang tuntas dan menyeluruh mengenai konsep
HAM seperti yang dinginkan oleh undang-undang itu sendiri.
Perbedaan ini tidak hanya terjadi di level elit politik (baca: ekskutif,
yudikatif, dan legislatif) saja, namun juga tetjadi di level masyarakat
awam. Tidak hanya terjadi di Tingkat Pusat saja, namun juga terjadi di
Daerah. Dan kondisi ini kemudian menimbulkan pro kontra saat
terjadi friksi atau konflik di tengah masyarakat. Pro kontra itu
seringkali juga merupakan aspirasi pihak-pihak lain yang punya
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kepentingan dan berlindung di balik konflik tersebut. Dengan kata
lain, isu HAM selama ini masih sebatas pembungkus masalah yang
sarat kepentingan-kepentingan politis maupun ekonomi sekelompok
masyarakat saja.

Pada dasarnya HAM di Indonesia telah diakui dan dijamin
pelaksanaannya sejak negara ini diproklamirkan sebagai negara yang
merdeka pada tahun 1945. Meskipun belum secara khusus tertuang
dalam sebuah peraturan perundang-undangan pada masa itu, namun
Undang-Undang Dasar telah mengakui secara implisit dalam
Pembukaannya, yaitu bertekad menghapuskan segala bentuk
penjajahan di atas dunia karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai
kemanusiaan dan keadilan. Dalam sebuah penjajahan selalu terjadi
perampasan hak, mulai dari hak hidup, hak sipil, hak ekonomi, hingga
hak budaya. Hal ini tidak lain disebabkan oleh tidak imbangnya
kekuatan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sehingga salah
satunya harus berada sebagai pihak yang terjajah.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar hasil
Amandemen II juga mengakui HAM secara eksplisit dalam Bab XA.
dalam Pasal 28 A hingga 28 J Negara menjamin warga negaranya
untuk hidup merdeka (baik hati maupun pikiran), berhak memperoleh
kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, bebas
berekspresi (termasuk berkumpul dan berserikat), persamaan
kedudukan di depan hukum, hingga menjalankan ibadah sesuai agama
yang dianutnya. Namun dalam pasal ini juga termuat adanya
kewajiban bagi tiap orang untuk menghargai hak orang lain demi
ketertiban hidup berbangsa dan bernegara.

Lebih jauh lagi, untuk menjamin pelaksanaan HAM yang adil
dan demokratis bagi tiap warga negaranya, maka Negara mengaturnya
dalam suatu peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh
tiap warga negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 I Angka (5) dan
28 J Angka (2). Kedua pasal itu mewajibkan ditetapkannya sebuah
peraturan yang sah secara hierarki perundangan di Indonesia, sebagai
pedoman dalam penegakan HAM di masyarakat. Tiap orang tidak
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- _hanya dijamin hak asasinya saja, namun juga dituntut untuk mengakui
-~dan menghormati hak asasi orang lain.

Dalam perkembangannya, penegakan HAM ternyata
mengalami suatu dinamika yang sangat fluktuatif. Hal ini berkaitan
dengan perbedaan konsep yang masih terjadi tentang HAM itu sendiri.
Dalam beberapa kasus pelanggaran HAM di Daerah bahkan
penyelesaiannya terbentur pada perbedaan ini. Terlebih lagi dengan
adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk
mengatur dan menjalankan roda pemerintahan di wilayahnya.
Kewenangan ini pun dikuatkan oleh Amandemen II Pasal 18 Angka
(5) dan (6) Undang-Undang Dasar tentang Pemerintahan Daerah.
Angka (5) Pasal 18 memberikan kewenangan Pemerintah Daerah
untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali hal-hal yang
ditetapkan oleh undang-undang (baca: UU No.32/2004) menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu meliputi urusan politik luar
negeri, pertahanan, keamanan, yustisi (baca: kekuasaan kehakiman),
moneter dan fiskal nasional, serta agama. Sedangkan Angka (6) pasal
ini memberikan hak bagi Pemerintah Daerah untuk melanggengkan
kewenangannya dalam suatu Peraturan Daerah (Perda).

Di beberapa Daerah Tingkat II kemudian lahir Perda Syariah
yang menimbulkan kontroversi, mengingat keragaman masyarakat
yang menetap di wilayah tersebut. Seperti misalnya di tingkat
provinsi, yaitu Aceh, Sulawesi Selatan, dan Banten. Lalu di tingkat
kabupaten/kota, yaitu Padang, Cianjur, Tasikmalaya, Serang, Maros,
Bulukumba, Sampang, Tangerang, dan Pandeglang.! Bagi sebagian
masyarakat yang kepentingannya diakomodir oleh Perda tersebut
seringkali lalai terhadap adanya kewajiban yang dimaksud oleh Pasal
18 Angka (5) dan (6) Undang-Undang Dasar. Sementara bagi

' Telah dilakukan penelitian awal oleh beberapa organisasi seperti Pusat
Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, The Wahid
Institute, Rahima, dsb. (dikutip dari Syariah Islam dan HAM: Dampak
Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non-
Muslim, CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007, hal.xvii)
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sebagian lainnya yang tidak termasuk komunitas tersebut kemudian
akan merasa berada di luar garis atau termarginalkan. Hal ini tentu
saja menjadi tugas elit politik di jajaran Pemerintah Daerah untuk
menjembatani segala perbedaan yang ada dengan bijaksana. Dan
bagaimana pula sesungguhnya masyarakat di Daerah memahami
HAM sebagai sebuah konsep yang hakiki dalam kehidupan
bermasyarakat adalah hal utama yang perlu dilihat sebelum kita
menilai tingkat keberhasilan sebuah Perda.

Berdasarkan kondisi riil yang terjadi dan dinamika politik
yang dewasa ini mewarnai kehidupan masyarakat kita yang mayoritas
memeluk agama Islam, maka keberadaan Perda Syariah di beberapa
propinsi dan kabupaten/kota layak menjadi perhatian kita semua. Bagi
sebagian kalangan muslim apa yang tertuang dalam Perda tersebut
tidak menjadi beban untuk ditaati, namun bagi sebagian lainnya
(termasuk juga sebagian Muslim) ada kalanya Perda itu menjadi
kendala dalam menjalankan aktifitas  sehari-hari. = Bahkan
menimbulkan perlakuan yang dinilai tidak adil. Yang jadi masalah
sesungguhnya adalah bagaimana HAM sebagai wacana diterjemahkan
untuk menyuarakan kepentingannya, baik oleh elit politik (dalam hal
ini institusi penegaknya) maupun oleh masyarakat di Daerah sebagai
stake holder (pengampu kepentingan) terkait dengan keberadaan suatu
Peraturan Daerah.

Dalam tulisan ini, saya ingin membahas hasil penelitian tahun
2008 mengenai pelaksanaan HAM di wilayah Kabupaten Cianjur
yang menerapkan Perda Syariah (lebih dikenal dengan sebutan
Gerbang Marhamah) yang lahir dari keinginan masyarakat Cianjur
sendiri. Apakah Perda tersebut telah sesuai dengan konsep HAM
seperti yang diundangkan Pemerintah Pusat dan seberapa efektif
Perda tersebut mengatasi permasalahan yang muncul di masyarakat
terkait dengan penegakan HAM di Cianjur. Kedua masalah ini,
konsep HAM dan Perda Syariah, memiliki spesifikasi yang berbeda
dalam memandang HAM. Tanpa disadari pasti ada friksi-friksi yang
timbul dalam masyarakat karena keduanya. Terlebih lagi tahun 2007
yang lalu, wilayah Kabupaten Cianjur justru ditetapkan sebagai
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‘termasuk yang menempati tiga besar daerah asal women trafficking di

Provinsi Jawa Barat. Hal ini sangat ironis mengingat Cianjur terkenal
dengan masyarakatnya yang cukup religius dalam menjalankan
kehidupan sehari-hari.

2.2. HAM Sebagai Wacana Elit di Kabupaten Cianjur
2.2.1. Cianjur Selayang Pandang

Terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten
Cianjur memiliki luas wilayah 350.148 Ha yang berbatasan dengan
Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta di sebelah Utara,
Kabupaten Sukabumi di sebelah Barat, Kabupaten Bandung dan
Kabupaten Garut di sebelah Timur serta Samudra Indonesia di sebelah
Selatan. Wilayahnya berada di kaki Gunung Gede dan wilayah yang
tertinggi berada pada ketinggian 2.962 meter di atas permukaan laut
(dpl). Meskipun kabupaten ini juga memiliki dataran rendah di
wilayahnya, namun secara keseluruhan merupakan daerah yang
berbukit-bukit dan merupakan wilayah yang cukup subur sehingga
mata pencaharian penduduk pada umumnya adalah bertani dan
berkebun. Hal ini ditunjukkan oleh hasil Suseda tahun 2006 yang
mencatat 57,49% dari total jumlah Angkatan Ker)a di Kabupaten
Cianjur (954.053 jiwa) bergerak di sektor peﬂaman

Terbagi dalam 30 wilayah kecamatan, penduduk di
Kabupaten Cianjur terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Cianjur.
Pada tahun 2006 kepadatan penduduk di wilayah ini mencapai 6.484
jiwa per km’, sedangkan yang paling rendah kepadatan penduduknya
berada di Kecamatan Naringgul dengan 186 jiwa per km’. Hal ini
disebabkan perbedaan letak geografis keduanya. Kecamatan
Naringgul berada di ketinggian 800-2.300 meter dpl sedangkan
Kecamatan Cianjur hanya berada di ketinggian 436-675 meter dpl